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ABSTRAK



Hanif Tri Ardianzah , E1105012. 2010. kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Data
Fisik Sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan. Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Penerbitan Sertifikat azas
Aman yang di lakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan dapat memberikan
jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah ,penyebab terjadinya
sengketa data fisik sertifikat oleh adanya kesalahan dalam penggambaran bidang tanah
pada saat proses permohonan sertifikat dan upaya penyelesaian sengketa data fisik
mediasi sebagai jalur alternatif penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi Yyang
diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan K b aten Pa(:ltan

Penelitian ini merupaka enelifian Vang at diskriptif, dengan maksud
memberikan data yang selengkap mungkin mengenal Pros Jur penerbitan sertifikat azas
aman Kantor Pertanahan .f upaten P ab tefja dinya sengketa data fisik
sertifikat dan upaya pe e e _, S -\? b % ort f-‘ : eh Kantor Pertanahan
Kabupaten Pacitan deng aturan'| ) ang b Iaku Jenis data yang

; tudl pustakaan Data ini
Iah 8 ara tidak langsung

penulisan. Data sekund
didapat dari Sejuml

":‘_ dat@/ang digunakan yaitu  studi

epala=kantor ertanahan Kabupaten
n Petkard Pertanahan, staf bagian
i :_r‘: ntor Pertanahan Kabupaten

kepustakaan serta me |UI wa
Pacitan, Kepala Seksi -:-., ah jan ‘Seng|
Penanganan Sengketa, Konflil d ' : ,‘ _
Pacitan, sedangkan studi kepu y mIU| I| tur J, Undang — undang, arsip dan
sebagainya. Teknik analisa data Menggune kan tel |I|sme dan interpretasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahasan dihasilkan simpulan. Kesatu,

Untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti
dan cermat sehingga sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum
sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah ,penyebab terjadinya sengketa data fisik sertifikat
oleh adanya kesalahan dalam penggambaran bidang tanah pada saat proses permohonan
sertifikat dan kemungkinan kesalahan pemohon pada saat proses pengukuran tanah, dan
upaya penyelesaian sengketa data fisik mediasi sebagai jalur alternatif penyelesaian
sengketa pertanahan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.

Kata kunci : sengketa pertanahan, apaya penyelesaian sengketa dan perundang-undangan



ABSTRACT

Hanif Tri Ardianzah, E110512. 2010. A Juridical Study on the Dispute Settlement of
Document Physical Data in Pacitan Regency’s Land Affairs Office. Law Faculty of
Sebelas Maret University.

This research aims to find out the procedure of document publication with Safe
principle undertaken by the Pacitan Regency’s Land Affairs Office that can give the law
certainty guarantee consistent with the objective of land registration, the cause of dispute
occurrence about the document physical data in the presence of land area mapping error
during the document application process and the attempt of settling the phyS|caI data
dispute using mediation as t gealternative Way=ofese

Land Affairs Office wi
data. The seconda !

mear while the library study was
niques of analyzing data used

Considering the result of resear iscusion, the following conclusion can be
drawn. Firstly, in order to indicate that the land registration should be implemented
thoroughly and precisely so that the result can give the law certainty guarantee consistent
with the objective of land registration, the cause of dispute occurrence about the
document physical data in the presence of land area mapping error during the document
application process and the probability of applicant’s fault during the land measurement
process, and the attempt of settling the physical data dispute using mediation as the
alternative way of settling the lands affairs dispute implemented by the Pacitan
Regency’s Land Affairs Office.

Keywords: land affairs dispute, the attempt of dispute settlement and legislation.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya,
termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi air dan ruang

angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat

dicita-citakan.
Untuk men
perlu adanya

persediaan bu

dan Negara4l

atio
Indonesia, yang kemtidiah diperinc

ahning) y% melip

jadi reneana-rencafia khusus (regional

tumpuan masa depan kesejateraan mansia itu sendiri. Berdasarkan jalan
pemikiran tersebut dan agar tanah digunakan sebesar-besar kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA). Mengisyaratkan bahwa tanah itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh
Negara sebagai organisasi seluruh rakyat.

Secara konstitusional, UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan
bahwa “bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”.

Dari ketentuan dasar ini, dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah

yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang



angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Untuk melaksanakan
hal tersebut, di bidang pertanahan telah dikeluarkan UUPA. Dari penjelasan
umum UUPA dapat diketahui bahwa Undang-Undang ini merupakan unifikasi di
bidang Hukum Pertanahan.

Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah,
UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran

tanah di seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UUPA. Pasal

(1) Untuk menjammin i rintah  diadakan pendaftaran

terseBut dalam ¢
ah, perpetaan dan pe

gingat keadaan Negara dan
_mtas [ ekonomi  serta kemungkinan
penyelenggaraannya, menurut prtimbangan Menteri Agraria.
(4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangutan dengan
pendaftaran termaksud dalam ayat (2) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat
yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut merupakan ketentuan
yang ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di
seluruh Indonesia, yang sekaligus juga merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan
pendaftaran tanah dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah
yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sebagaimana dibahasakan dalam
pasal 23 ayat (1) UUPA:tentang hak milik Demikian halnya dengan setiap
peralihan dan hapusnya pembebanan hak-hak lain harus didaftarkan menurut

ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19,dan Pasal 32 ayat (1)



UUPA tentang “Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, bahwa
setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut
ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal tersebut diatas.
Untuk menindak lanjuti hal tersebut, telah dikeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai
penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Penyelenggaran
pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas Negara yang

diselenggarakan oleh Pemeri epentingan rakyat, dalam rangka

memberikan status ha

Adapun h ment Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun padalah: :
Untuk membe r perlindur kepada pemegang hak atas

suatu bidang’ ma 1 dan hak% lain"yang terdaftar agar

dirinya ‘sebagai
y S

dengan muda

bersangkutan;

Untuk terselenggaranya tertib admlnlstra3| pertanahan

Kabupaten Pacitan adalah daerah yang penerapan sistem pendaftaran
tanah dirasakan telah berhasil, dimana hampir tidak pernah terdengar terjadi
sengketa dibidang pertanahan. Hal ini dapat dilihat pada setiap pemilik tanah baik
masyarakat kota maupun desa telah mempunyai surat tanda bukti kepemilikan hak
atas tanah (Sertifikat).

Tanah atau lahan yang sudah bersertifikat menimbulkan masalah
tersendiri, klaim hak milik atas sebidang tanah atau lahan oleh dua belah pihak
yang sama-sama memiliki surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah
(Sertifikat) Kerap terjadi, dan tidak jarang menyulut konflik horisontal.

Pada bidang-bidang hukum yang lain ,tersedianya perangkat hukum

tertulis yang lengkap, jelas mudah dan di ketahui ketentuan-ketentuanya serta di



laksanakan seca konsisten oleh para petugas pelaksanapengadilan dan
masyarakat sendiri.pada bidang pertanahan dalam menghadapi kasus-kasus
kongkrit,pemberian jaminan kepastian hukum belum dapat di wujudkan secara
maksimal,hanya tersedia perangkat hukum tertulis saja.selain perangkat hukum
tertulis juga di perlukan penyelenggaraan kegiatan yang di sebut pendaftaran

tanah yang merupakan suatu legal cadastre.pengertian dari pendaftaran tanah yang

merupakan legal cadastre adalah ;

angat penting bagi
pembanguna dan
engketa di bidang

ah semakin sempurna.di

seseorang tetapi sebagai besar elum ~_7__-'. dan belum mempunyai alat bukti
berupa sertifikat.padahal pendftaran tana tersebut adalah sangat penting di
mana fungsi dari pendaftaran tanah tersebut adalah:

Mereka mempunyai tanah dengan mudah akan dapat membuktikan haknya atas
tanah yang di kuasai dan di punyainya.kepada mereka masing-masing di berikan
surat tanda bukti hak oleh pemerintah :

Mereka yang memerlukan keterangan yang di maksudkan di atas,yaitu calon
pembeli dan calon kreditur yang akan menerima tanah sebagai jaminan akan
dengan mudah memperoleh,karena keterangan tersebut yang di simpan di Kantor
Penyeleggaraan pendaftaran tanah,terbuka bagi umum.dalam arti untuk boleh
mengetahui,dengan melihat sendiri daftar dan dokumen yang bersangkutan atau

meminta keterangan tertulis mengenai data yang di perlukan dari Kantor tersebut.



Permasalah sengketa data fisik berkaitan erat dengan sistim pendaftaran
tanah yang berlaku di Indonesia.

Namun kita dapat meyalahkan penyebab terjadinya sertifikat ganda adalah
sistim,akan tetapi ada faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya sertifikat
ganda,dengan melihat latar belakang masalah tersebut penulis tertarik meneliti
dengan judul”Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Data Fisik Sertifikat di

Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.

penulis untuk

e ot TR 1 .
Adapun rumus 0 an an penulis adalah:

3. Upaya Penyelesaiang’S Keta | Sertifikat* di Kantor Pertanahan

Penelitian ini di laksanakan agar dengan tujuan dapat memberikan suatu
manfaat ini dapat menemukan inti sari hukum dari gejala-gejala hukum yang
terkandung dari materi atau obyek yang di teliti melalui suatu kegiatan ilmiah.

Kegiatan ilmiah tersebut di lakukan berdasarkan pada mitode-
mitode,sistimatika dan pemikiran tertentu yang pada akhirnya dapat di tarik
kesimpulan mengenai gejala-gejala hukum tersebut dengan cara menganalisa
secara seksama.

Pemeriksaan terhadap fakta hukum juga di lakukan untuk kemudian di
usahakan mengenai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang
terjadi di dalam gejala yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Tujuan Obyektif



a. Untuk mengetahui Prosedur Penerbitan Sertifikat Azas Aman di Kantor
Pertanahan Kabupaten Pacitan
b. Untuk mengetahui apakah yang Menyebabkan terjadi Sengketa Data Fisik di
Kantor Pertanahan kabupaten Pacitan.
c. Untuk mengetahui sejaun mana Penyelesaian sengketa antara para pihak
mengenai Data Fisik Sertifikat..
2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh p an,yang lenkap dan jelas dalam menyusun

Untuk ' ena as, mengembangkan

pengetahuan dan p a2 ‘ di dalam teori dan
praktik lapo :
Untu memb@nb an p bagisiliati pengétahuan hukum pada

Berdasarkan hal tefsebut,di-atas, manfaat yang hendak di capai oleh penulis
adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbanagan
pengetahuan dan pemikiran dalam Penyeleseian Sengketa Data Fisik Sertifikat di
Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mendalami teori-teori yang
telah di tulis selama menjalani kuliah strata satu Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta.serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
Hasil penelitian ini di harapkan dapat di pergunakan sebagai salah satu
materi mengajar mata kuliah Hukum Adminitrasi Negara.
2. Manfaat Praktis



Peneliti ini di harapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian-penelitian
yang serupa di masa mendatang.

Untuk meberi jawaban atas permasalahan yang di teliti. Untuk
mengembangkan penalaran,membentuk pola pikir di namis sekaligus untuk
mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam melakukan penerapan ilmu

hukum untuk menganalisa suatu permasalahan.

Pemilihan je 3 penelitian sangat penting

karena akan berpgngare

I@%nan nys

penelitian merupakan s penti g menunjang suatu kegiatan
@ ol .

dan proses peneliti ada hake a berikan pedoman,

a dan memahami

Suatu penelitian, metode

Metodeg penel icarasatau | @ang ditempuh sehubungan

&
®

Adapun metode penelitan yang diunakan penulis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum
normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut
disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam
hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif adalah
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudiji, 2001:13-14).
2. Sifat Penelitian



Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan
untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau
gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-
hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka
menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986:10). Dari pengertian tersebut
dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan

menggambarkan atau melukiskankeadaan objek atau subjek yang diteliti pada

saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jadi dari

pengertian tersebuitpel

Pen o_f'

4. Jenis Data

Dalam enelltla%u

lazimnya dinamakan data seunder. (Sorjono Soekanto dan Sri Mamudiji,
2001:12).

Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang merupakan
penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui Studi
Kepustakaan atau studi dokumen. Data sekunder didapat dari sejumlah keterangan
atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui studi
kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, hasil
penelitian terdahulu dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti.

5. Sumber Data



Sumber data adalah tempat dimana penelitian ini diperoleh. Sumber data
dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh
data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang
mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yaitu bisa berupa norma atau
kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Dalam hal ini yang
menjadi bahan hukum primer anta i
a) UU Nomor 5

‘Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok

2) Bahan Hukum €

Bahan hukum sekunder®ini - puti g jurnal, “fiteratur, buku, koran, laporan
penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto dan
Sri Mamudji, 2001:13). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Politik, dan Ensiklopedi
6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat
penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut :
a. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut

dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
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mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu. (lexy J. Moleong.1990: 103). Wawancara dilakukan
dengan cara terpimpin, yaitu metode wawancara dengan menggunakan catatan-
catatan pokok kepada:
1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
Bapak Drs.Daniel.R.Masadu.
2) Kepala Seksi Hak Tanah & Pendaftaran Tanah
Bapak Widodo SH. _ o
3) Kepala Subseksi &Sengketa Dan Konflik Perkara
Bapak Arief
4) Kepala Sub Ba
Bapak Supa

ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti
koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah

yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data
Teknik pengolahan data adalah bagaimana caranya mengolah data yang
berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan
analisa yang sebaik-baiknya (Seorjono dan Abdurrahman, 2003: 46). Penulis
menggunakan model Silogisme dan model Interpretasi.
Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif.
Silogisme disusun dari dua proposisi (pernyataan) dan sebuah konklusi.

Interpretasi mempunyai dua bentuk, yaitu: arti sempit dan arti luas. Interpretasi
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dalam arti sempit (deskriptif) yaitu interpretasi data yang dilakukan hanya sebatas
pada masalah penelitian yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan
diolah untuk keperluan penelitian tersebut. Sedang interpretasi dalam arti luas
(analik) yaitu interpretasi guna mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan
tidak hanya menjelaskan/menganalisis data hasil penelitian tersebut, tetapi juga
melakukan intervensi (generalisasi) dari data yang diperoleh denagn teori-teori

yang relevan denagn hasil-hasil penelitian tersebut.

ASistematika Penulisan Huk

BAB I
ikan tentang latar belakang
manfaat penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan
kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan Tinjauan
Pendaftaran Tanah , Tinjauan tentang Sengketa Tanah Sedangkan dalam kerangka

pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran.

BAB IIl : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis mencoba untuk menyajikan pembahasan berupa

jawaban atas pertanyaan dalam perumusan masalah, yaitu :
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a. Untuk mengetehui Proses Penerbitan Sertifikat Azas Aman di Kantor
Pertanahan Kabupaten Pacitan.

b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Sengketa data Fisik
Sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.

c. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Data Fisik Sertifikat di Kantor

Pertanahan Kabupaten Pacitan. .

BAB IV : PENUTUP

an bahan pemikiran

LAMPIRAN

Lampiran1l Permohonan Sura
Lampiran 2 Surat Keteranagan Penelitian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.
Lampiran 3  Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Rebuplik Indonesia
No : 26 Tahun 2007.
Lampiran 4  Surat Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
No : 3-SKB -BPN RI-2007
No.Pol.B,/576/111/2007
Tentang Penanganan Masalah Pertanahan
Lampiran5  Fotocopy Sertifikat Hak Milik An.Djumani dkk Sebanyak 10 Bidang

Tanah
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori
1 Tinjauan Pengertian Pendaftaran Tanah
Menurut Peraturan Pemerintah No0.24 Tahun 1997 Pasal 1 disebutkan
bahwa pendaftaran tanah adalah:”Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah secara terusmene Kesinambungan  danteratur, meliputi

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyafian serta pemeliharaan data

tertulis, Iengk

dan isi ketentual

diselenggarakan pendaftaran“tanah, dalam_sangka menjamin kepastian hukum
yang bunyinya adalah:

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diselurun Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan
peraturan pemerintah.

Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) meliputi :
i. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan.
ii. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan pemeliharaan hak-hak atas
tanah tersebut.
iii. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.
Dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (9) disebut

bahwa pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah
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untuk pertama kali yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum
didaftar berdasarkan PP No.10 Tahun 1961.Pendaftaran tanah untuk pertama kali
dilakukan melalui dua cara yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan
pendaftaran tanah secara sporadik.Pendaftaran tanah secara sistematik menurut
PP No.24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (10) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah/bagian wilayah suatu

a__sistematik diselenggarakan atas

pemegang hak atas tanah ang bersankutan yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat sebagimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) huruf.

Sertifikat hak atas tanah adalah salinan buku tanah yang dijilid menjadi
satu kesatuan dengan surat ukur atau gambar situasi yang memuat data fisik dan
data yuridis atas suatu bidang tanah.Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk
daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah
yang sudah ada haknya.(PP No.24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (19)).Surat ukur
adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanahdalam bentuk peta dan
uraian. (PP N0.24/1997 Pasal 1 ayat (17) ).Data fisik adalah keterangan mengenai
letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk
keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya.(PP No.
24/1997 Pasal 1 ayat(6)).
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Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah
dansatuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pemegang hak lain
serta beban-beban lain yang membebaninya.(PP No0.14/1997 Pasal 1 ayat (7)).12

b. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, yang terdapat dalam Pasal 19 yang memerintahkan bahwa pendaftaran
tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum.

a. Peraturan Pemerinta ahun 1997 tentang Pendaftaran

sal 13 mengenai pendaftaran

bahwa pelaksanaan

b.
C. 3 Kepal%adan Pertanahan Nasional
entuanspélaksanaah PP No.24 Tahun

1997, ? am_Pas m engenai  pendaftaran tanah
secara ecara sparadik dalam Pasal 73-
93.

d. Peraturan Pemegrinta Tahun' 2002 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukam,Pajaki,yang berlaku pada Badan Pertanahan
Nasional.

e. Intruksi Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1998 tentang
Peningkatan Efesiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat.
c. Tujuan Pendaftaran Tanah
Adapun tujuan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No.24
Tahun 1997, Pasal 3 yaitu:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum kepada pemegang hak atas satuan bidang tanah,
satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar
dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai

pemegang hak yang bersangkutan.
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2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan, termasuk pemerintah agar dengan mudah
dapat memperolen data yang diperlukan dalam
mengadakan  perbuatan hukum  mengenai  bidang
tanahbidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah
terdaftar.

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi

pendaftaran  tanah  sebagaiman

perwujudan tertib admin
d. Obyek Pendaftaran Tanah
Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 9 ayat (1), obyek
pendaftran tanah meliputi:

a) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak
pakai;

b) Tanah hak pengelolaan;

c) Tanah wakaf;

d) Hak milik atas satuan rumah susun;

e) Hak tanggungan;

f) Tanah negara;
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Sistem Pendaftaran Tanah

Sistem pendaftran tanah yang digunakan adalah system pendaftaran hak
(“registration of titles”), sebagaimana digunakan dalam penyelenggaraan
pendaftaran tanah menurut PP No0.10 Tahun 1961. Bukan sistem pendaftaran
tanah akta. Hal tersebut tampak adanya buku tanah sebagai dokumen yang
memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta
diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar.Sistem

publikasi yang digunakan _teta pendaftaran tanah menurut PP

No.10 Tahun 1961 .;3' i ndung unsur positif, karena

akan menghasil '}5_ ang, berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat @ 19 ayat (2) huruf ¢
@

jang tercantum di

g dibuktikan suatu

yang demikia maka t pembuktian mana
yang benar Kal idperidaftaran tanah tanahlah
yang tidak benar, maka F ak ' pembetulan seperlunya.Dalam

berhak atas tanah dapat membantah kebenaran surat tanda bukti hak dengan
perantaraan Pengadilan. Jadi terserah kepada putusan Pengadilan,mana yang
dianggap benar.Ciri pokok dari sistem negatif ini adalah bahwa pendaftaran hak
atas tanahtidaklah merupakan jaminan pada nama yang terdaftar dalam buku
tanah.Dengan kata lain buku tanah bisa saja berubah sepanjang dapat
membuktikan bahwa dialah pemilik yang sebenarnya melalui putusan Pengadilan
yang telah mempunyai hukum tetap.Dr.Ny. Mariam Darus Badrulzaman, SH.
dalam bukunya Bab-bab Tentang Hypotheek, halaman 44 dan 45 mengemukan
bahwa hak dari mana yang terdaftar ditentukan oleh hak dari pemberi hak
sebelumnya, perolehan hak tersebut merupakan satu mata rantai. Menyelidiki
apakah telah memenuhi ketentuan undang-undang atau tidak.Adapun kebaikan-

kebaikan sistem negatif ini adalah:
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1) Adanya perlindungan pada pemegang hak yang sebenarnya.

2) Adanya penyelidikan riwayat tanah sebelum sertifikatna diterbitkan

2 Tinjauan Tentang Pengertian Sengketa
Pengertian Sengketa Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia,
berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau

pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi

Pertentangan /i

kelompok-kelompek®y

Sedangkz ! '

Sengketa'adalah ?é'htan antara pihiakiatau lebih yang berawal dari
persepsi yang berbe%.e al penting tau hak milik yang dapat
menimbulkan akibat hu

Dari ked Kan bahwa sengketa adalah
prilaku pertentangan ih 'y, g dapat menimbulkan suatu

keduanya. Kemudian sebagaiana devenii sengketa diatas terdapat beberapa
bentuk sengketa yang sering dijumpai yakni :
a. Sengketa dibidang Ekonomi
b. Sengketa dibidang Pajak
c. Sengketa dibidang Internasional
d. Sengketa dibidang Pertanahan
Sebagaimana bentuk-bentuk sengketa yang dipaparkan diatas maka yang
menjadi pokok dalam pembahasan ini adalah sengketa dibidang pertanahan.
sengketa dibidang pertanahan dapat didefenisikan menurut Irawan Surojo yakni :
Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua pihak atau lebih
yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek hak

atas tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum bagi keduanya. (12:2006)
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Senada dengan hal tersebut diatas Edi Prajoto mengatakan Bahwa :
Sengketa tanah adalah merupakan konflik antara dua orang atau lebih yang
sama mempunyai kepentingan atas status hak objek tanah antara satu atau
beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi para
pihak. (2006:21)
Dari devenisi diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa tanah adalah

merupakan konflik antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang

atau tanaia 2 i ng di lantar;

b. Tuntutan n%a ahy, atas yang belum selesai,
mengenai fa Depke o] tanah bekas tanah
partikelir, tana Rékeba ‘ slebihan. ma imum dan pengakuan
hak ulayat; ' _ | :

c. Tumpang tindih stt 1o ' atas d arKlaifh bekas eigendom, tanah milik
adat dengan bukti girik, dan atau erponding Indonesia, tanah obyek
landreform dan lain-lain;

d. Tumpang tindih putusan pengadilan mengenai sengketa tanah.

B Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah
Sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti hak atas tanah, yang
dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah
menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
pendaftaran tanah. dalam proses sertifikasi tanah untuk pertama kali maka melalui
pasal 32 Peraturan pemerintan Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa :
1. Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai

alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat
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didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data
yang ada dalam surat ukur dalam buku tanah hak yang bersangkutan

Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama
orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan
secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas

tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut apabila

dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan

Untuk memberikan as ‘1 huk

suatu bidang tanah, sa ar u wSuU ur de 1 hak-hak lain yang terdaftar agar
dengan mudah dapat membktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan.

Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk
Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan
rumah susun yang sudah terdaftar.

Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Yakni dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau,
mutakhir dan terbuka untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. (Maura SW, Sumardjono, 2001).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diadakan perbedaan

menurut obyek sehubungan dengan kegiatan pendaftaran yaitu untuk pertama
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kali, secara sistematik dan secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik
untuk pertama kali adalah semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sedangkan pendaftaran
tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali
mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian
wilayah suatu desa/kelurahan secara indifidual atau masal.

Dalam hal bentuk pemisahan dan perbedaan dari sistem pendaftaran tanah

secara sistematik dan‘sporagi t % agarberi
Dilihat _'} pew a hube agi eksistensi kelangsungan
.@ . :

diti§6ﬂ segifs i
19 UUPA (U Tahun 19@ yangh

Agidria, mefnerintahkan  untuk

engatur tentang

Untuk "

sebidang tanah oleh seseoran / badan hkum adalah merupakan bukti yang
“kuat” jadi bukan merupakan bukti yang bersifat mutlak (final).

Artinya: sepanjang tidak ada bukti lain yang membantah apa yang tertera
pada data fisik dan data yuridis, adalah merupakan alat bukti yang sah dan kuat.
Ini berarti bahwa sertifikat hak milik masih dapat digugat, apabila ada pihak-
pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya sertifikat tersebut, melalui proses
peradilan sebagai upaya hukumnya.

Sedangkan azas yang dianut oleh PP. No. 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah yaitu:

. Azas sederhana, artinya: Agar ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan
mudah dapat dipahami oleh pihak - pihak yang berkepentingan, terutama para

pemegang hak atas tanah.
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2. Azas aman, maksudnya: Untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu
diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga sehingga hasilnya dapat
memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah.

3. Terjangkau, yaitu keterjangkauan bagi pihak-pikak yang memerlukan, khususnya
dengan emperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.

4. Mutahir, menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan
erkesinambungan, sehingga data yang ada di Kantor Pertanahan selalu sesuai

dengan yang ada di lapanga arakat dapat memperoleh keterangan

ar di setiap saat.

0 istem aftara :
njam ), kepasti

mengenai data yang be

tanah serta tujuan

kepemilikan dengan

perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga sulit dijamin kepastian

hukum atas kepemilikan atas tanah berdasarkan sertifikat.

4 Definisi Sertifikat Hak Milik Atas Tanah
Mengenai pengertian sertifikat, dalam beberapa literatur kamus memberi
arti yang berbeda-beda, sebagai berikut :

1. Kamus Bahasa Inggris yang ditulis E. Pino dan Wittermans : tahun 1953,
sertifikat dalam teks aslinya certificate, diartikan sebagai “surat keterangan,
surat lulusan, atau ijazah “. (E. Pino dan Wittermans, 1953)

2. Kamus Bahasa Indonesia populer yang ditulis Bambang Marhijanto tahun
1996, dimana sertifikat diartikan sebagai ‘surat keterangan yang menguatkan

kedudukan sesuatu (menurut hukum yang sah), surat tanda bukti. Maksudnya,
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ialah dengan sertifikat itu seseorang dapat membuktikan kedudukannya,
posisinya, pembuktian mana dikuatkan oleh apa yang tersurat didalam
sertifikat itu. (Bambang Marhijanto, 1996)

3. Kamus Hukum yang ditulis oleh J.C.T Simorangkir, dkk tahun 2000 dalam
teks aslinya certificat (BLD) dimana sertifikat diartikan sebagai surat tanda
bukti, maksudnya ialah dengan sertifikat itu orang dapat membuktikan
kedudukannya apakah sebagai pemilik suatu benda dan sebagainya. (J.C.T
Simorangkir : 2000)

Sertifikat berdasarkan Psal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 yaitu surat
tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data
fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data
yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah
yang bersangkutan.
a.Tujuan Penerbitan Sertifikat

Untuk memahami lebih mendalam tujuan penerbitan sertifikat hak milik
atas tanah kita harus kembali mempelajari klasifikasi benda sebagaimana diatur
dalam KUHPerdata (Ketentuan Pasal 612-616). Pada prinsipnya benda dapat
diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu :

Benda bergerak

Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah
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sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPdt). Kapal, perahu, sampan

tambang, kincir dan tempat penimbunan kayu yang dipasang di perahu atau

yang terlepas dan barang semacam itu adalah barang bergerak.(Pasal 510

KUHPdt)

Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-

undang adalah:

Hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;

Hak atas bunga yang.difanjikan, baik bunga yang terus-menerus,

maupun bufiga cagak hidup;

Saham dalan
buku besar, _sSertitik i
atau surat berharga lainnya, berserta kupon atau surat-surat bukti
bunga yang berhubungan dengan itu.

Sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga

pinjaman yang dilakukan negara-negara asing. (Pasal 511 KUHPdt)

Benda tetap/tak bergerak.

Barang tak bergerak adalah :

1.
2.
3.

Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;

Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510;

Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam
tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang
tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama

barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah;



25

4. Kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi,
selama belum ditebang;

5. Pipa dan salurdn yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah
atau pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu Yyang
tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan.(Pasal 506
KUHPdt)

Yang termasuk barang tak bergerak karena tujuan adalah:

1. Pada pabrik; barang.hasi |Iangan penempaan besi dan

pupuk yang

an burung merpati;

4. Runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk
pembangunan kembali; dan pada umumnya semua barang yang oleh
pemiliknya dihubungkan dengan barang tak bergerak guna dipakai
selamanya. .(Pasal 507 KUHPdt)

Pemilik dianggap telah menghubungkan barang-barang itu
dengan barang tak bergerak guna dipakai untuk selamanya, bila barang-
barang itu dilekatkan padanya dengan penggalian, pekerjaan
perkayuan dan pemasangan batu semen, atau bila barang-barang itu
tidak dapat dilepaskan tanpa membongkar atau merusak barang itu atau
bagian dari barang tak bergerak di mana barang- barang itu dilekatkan.

Yang juga merupakan barang tak bergerak adalah hak-
hak sebagai berikut;
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Hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak.

Hak pengabdian tanah;

Hak Numpang karang;

Hak guna usaha;

Bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang;
Hak sepersepuluhan;
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berikut :

Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun

piutang yang tidak harus dibayar kepada sipembawa maka barang
siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.

Dari uraian tersebut di atas ada yang menjadi anggapan/sangkaan hukum
bahwa setiap yang menguasai benda bergerak harus dianggap ia sebagai pemilik,
konsekuensinya ialah barang siapa yang menyatakan bahwa benda yang dikuasai
orang tersebut sebagai miliknya maka dialah yang dibebani pembuktian. Yang
patut di garis bawahi disini ialah sangkaan/anggapan hukum tersebut hanya
berlaku terhadap benda bergerak berarti kalau kita menggunakan metode
konstruksi hukum Argument a Contrario kita dapat menarik kesimpulan bahwa
terhadap benda tetap (termaksud tanah) tidak berlaku.
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Hubungan antar asas tersebut dengan penerbitan sertifikat hak milik atas
tanah dapat dijelaskan karena asas dimaksud tidak berlaku terhadap benda tak
bergerak maka bagi yang menguasai benda tak bergerak (termaksud tanah) belum
dianggap sebagai pemilik , sehingga dengan kata lain membuktikan kepemilikan
terhadap suatu bidang tanah tertentu tidak cukup dengan cara menguasainya
secara defacto melainkan diperlukan bukti tertentu sebagai pendukungnya. (
Abdurrahman,1995: 109)

Bukti tersebut tidakl' adalah ifikat hak milik atas tanah. Sebagai

bukti alas hak yang $a

diterbitkannya setifika

aI-haI yang berkenaan
gambar situasi termuat
dldalamnya » ; ’

Dengan terciptanya kedua kepastlan hukum di atas kita mengharapkan
sengketa atau konflik di bidang pertanahan lambat laun akan semakin berkurang
dan inilah sebenarnya tujuan akhir dari penerbitan sertifikat. (
Abdurrahman,1995: 120) menyatakan bahwa :

Lebih parah lagi adalah timbulnya dua atau lebih sertifikat tanda bukti hak
atas tanah yang sama. Kondisi demikian tidak hanya menciptakan ketidak pastian
hukum melainkan juga merugikan bagi pemegang bukti hak sebab diantara sekian
banyak sertifikat mungkin hanya satu yang sah, selebihnya cacat hukum dan ini
akan teruji kalau antara mereka telah terjadi sengketa di pengadilan.

3. Fungsi Sertifikat Bagi Pemegangnya
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Sebagai konsekuensi dari terciptanya kepastian hukum mengenai
subyek dan obyek maka dengan diterbitkannya sertifikat tersebut dapat
menimbulkan beberapa fungsi bagi pemiliknya yaitu :

a. Nilai ekonomisnya (harga jual) lebih tinggi

Dalam jual beli pada umumnya pembeli (konsumen) memilik pandangan,
lebih baik kalah dalam membeli tetapi menang dalam pemakaian daripada
menang membeli tetapi kalah dalam memakai. Bertolak dari pandangan seperti

itulah sehingga tanah yang telaho€rsertifikat memiliki harga yang jauh lebih

(Efendi, 1983: ¥3)
b. Tanah lebih miiga

pihak/orang lain. Demikian Juga halnya degan para pelaku usaha, bahwa tidak
setiap pelaku usaha memiliki modal yang cukup untuk tetap bertahan atau
mengembangkan usahanya, terkadang harus membutuhkan dana yang cukup
besar, sementara dana dimaksud tidak dimilikinya. Suatu alternatif yang dapat
ditempuh ialah dengan cara meminjam dana dari orang/pihak lain.

Bertolak dari kenyataan tersebut pemerintah bahkan pihak swasta
membentuk lembaga-lembaga keuangan misalnya, lembaga perbankan dimana
salah satu fungsinya memberi kredit bagi setiap orang yang membutuhkannya.

Suatu keraguan lalu muncul, bagaimana kalau debitur terlambat atau tidak
mengembalikan uang pinjaman nya, kalau ini terjadi kreditur akan menderita

kerugian. Untuk mengatasi hal ini lalu kreditur membuat persyaratan bahwa
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dalam perkreditan disyaratkan adanya jaminan (garansi) maksudnya para debitur
hanya akan diberi kredit jika ada barang yang dijaminkan.

Barang yang menjadi obyek jaminan tersebut meliputi segala macam
barang yang memiliki nilai ekonomi, termasuk tanah. Dengan adanya barang yang
dijaminkan kreditur tidak perlu ragu akan pengembalian uang pinjaman sebab

sekalipun debitur wanprestasi barang dimaksud dapat dijual lelang dan hasil

penjualannya digunakan untuk pelunasan utang. Keraguan yang muncul

tidak hanya dapat diterapkan pada perang dalam arti yang sesungguhnya tetapi
justru cukup memberi inspirasi dalam dunia hukum, dalam hal ini berperkara di
pengadilan. (Harsono, 1997: 431)

Sertifikat hak milik atas tanah dapat diklasifikasikan dalam golongan alat
bukti tertulis/surat. Bagi kita di idonesia hingga kini alat bukti primer (utama)
lebih khusus lagi akta otentik. Apa yang dinamakan akta otentik tidal lain adalah
akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu.
Berdasarkan rumusan diatas maka sertifikat memenuhi syarat untuk digolongkan
kedalam akta otentik karena dibuat oleh pejabat tertentu.

Akta otentik dinamakan alat bukti primer karena memiliki keunggulan

tersendiri yang tidak dimiliki alat bukti lain. Suatu keunggulan bagi akta otentik
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dibanding dengan alat bukti lain ialah dari segi kekuatan pembuktiannya (Vis
Probandi) bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna
(Volledige Bewijs Kracht) artinya kekuatan pembuktian yang memberikan
kepastian hukum yang cukup, kecuali terbukti sebaliknya. Sehingga menurut
hukum akta otentik (termasuk sertifikat hak milik atas tanah) untuk sementara
harus dianggap sebagai suatu yang benar sepanjang belum terbukti kepalsuan nya.
Konsekuensinya ialah barang siapa yang membantah keaslian nya pihak inilah

yang harus membuktikan nya bahw@a%akta itu palsu, berarti kalau tidak terbukti

432)

membuktikan dalil-dalil sangalannya yng diajukan pihak lawan dengan
menggunakan alat-alat bukti yang sah. Sebaliknya bagi pihak lawannya sekalipun
ia sebagai pemilik tanah yang sesungguhnya tetapi karena dalam perkara, para
pihak mampu membuktikan haknya atas tanah yang dipersengketakan. .(Harsono,
1997: 428)

Sertifikat sebagai salah satu bukti kepemilikan hak, menjadi salah satu hal
penting dalam pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu

penerbitan sertifikat, menjadi sangat penting dalam sebuah negara hukum.
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B.Kerangka Pemikiran

1. UU No5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok

Interprestasi Agraria,(UUPA).
2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran

tanah.

3. Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional Di Bidang Pertanahan.

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No 3 Tahun 1999.

5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No 9 Tahun 1999.

¥

Prosedur Penerbitan Sertifikat Azas Penerapan

Aman
Faktor Penyebab Sengketa l
Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa .Y
1. Penggunaan Peraturan
perundang —undangan
2. Prosedur penerbitan Sertifikat
di Kantor Pertanahan Kabupaten
Pacitan

SIMPULAN
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Keterangan:

Proses Penerbitan Sertifikat azas aman azas yang dianut olen PP. No. 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu: Dengan melihat azas dan sistem
pendaftaran tanah serta tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin kepastian
hukum kepemilikan dengan sertifikat sesuai dengan PP. Nomor 24 Tahun 1997,
maka masih diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum, bagi pihak
yang merasa dirugikan, sehingga sistim pendaftaran tersebut masih mengandung

kelemahan-kelemahan, Sedangkaa annya sudah pasti yaitu menjamin

kepastian hukum sehiga terjadi kekaburan norma.'®isinilah dengan pengaburan

m sehi%a sulith
anah berdasarkan sestifikat. £

ahan

sengketa pertanahan. Interpetasiatas dsar hukum dan proses penyelesaian
sengketa pertanahan adalah UUPA, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang
peraturan dasar Pokok-pokok Agraria,(UUPA),Peraturan Pemerintah No 24
Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003
tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan,Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1999.
penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi yang kemudian
peraturan perundang-undangan diterapkan dalam setiap mekanisme atau proses
penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan baik
yang dilaksanakan di lapangan maupun di Kantor Pertanahan itu sendiri. Dalam
faktanya baik dasar hukum dan proses penyelenggaraan penyelesaian sengketa

yang ditempuh dengan jalur mediasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan-
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peraturan undang-undang yang berlaku. Dari proses dan mekanisme mediasi atau
musyawarah yang diselenggarakan maka akan didapat dan disusun kesimpulan
sebagai hasil dari mediasi yang oleh para pihak-pihaknya disetujui dan

dilaksanakan.
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BAB Il1
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.
Hasil Penelitian
Kantor Pertanahan adalan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasioanal
Kabupaten/ Kota yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala

Dimana mempunyai tugas

di Kabupaten/Kota yang

[amemenyelenggarakan tugas,

pemeliharaan data pertanahan dn administrasi tanah asset pemerintah.
Pelaksanan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar
dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan.

Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah.

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS).
Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat,

pemerintah dan swasta.Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan.
Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan.

Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasrana,
perundang- undangan serta pelayanan pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
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Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi
danTata Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes (lihat daftar gambar)
terdiri dari seorang kepala yang dibantu :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Tugasnya adalah :
a) Pengelolaan data dan informasi
b) Penyusunan rencana program dan anggaran serta laporan akuntabilitas

Kinerja pemerintah

c) Pelaksanaan
d) Pelaksanaan®r

usan kepegawaian

c) Kepala Urusan Umu , fugasnya adalah :
Melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian,
perlengkapan,rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi
pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi.
d) Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan
Tugasnya adalah :
Melakukan survei, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan
Perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah,pemetaan tematik
dan survei potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat
penilai tanah.
1. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan

Tugasnya adalah :
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Menyiapkan perapatan kerangka dasar orde 4, penetapan batas bidang tanah
dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah kerjasama teknis
surveyor berlisensi pembinaan surveor dan memelihara peta pendaftaran,
daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar
lainnya di bidang pengukuran.

2) Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah

Tugasnya adalah :

Menyiapkan survei, pemetaan, . araan dan pengembangan pemetaan

tematik, survei potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan

pembinaan pejaba

‘bahan dan melaktika aits
. i
dan pembaharuan, hak

2. Kepala sub Seksi Pe
Tugasnya adalah : N 4 .
Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbanagn mengenai
penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, perpanjangan jangka
waktu,pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah

Penetapan dan/rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang
pemasukan dan atau pendaftaran hak tanah perorangan.

3. Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Tugasnya adalah :

Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaaan, sarana dan pertimbanagn mengenai
penetapan hak milik dan hak pakai,Hak Guna Bangunan dan hak pengelolaan bagi
instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjang jangka waktu,
pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah.

Rekomendasi pelepasan dan tukar menukar tanah pemerintah.
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4. Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak

Tugasnya adalah :

Menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan
konversi hak-hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan,
tanah wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah, data komputerisasi
pelayanan pertanahan serta serta pemeliharaan daftar buku tanah, daftar nama,
daftar hak atas tanah, dan warkah serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah.
5. Kepala Sub Seksi PPH dan PPA

Tugasnya adalah :

Menyiapkan pela énanan hak atas hak tanah,

pembebanan ha imbi alsarana daftar isian di

Tugasnya adalah : ,
Menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan, pemeliharaan
dan penggunaan tanah, rencana penataan kawasan,pelaksanaan koordinasi,
monitoring dan evaluasi dan pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan
pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan, penerbitan pertimbangan
teknis penatagunaan tanah, penerbitan ijin prubahan penggunaan
tanah,penyusunan neraca penataguaan tanah, penetapan penggunaan dan
pemanfaatan tanah, penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan pemeliharaan data tekstual dan
spasial.

8. Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

Tugasnya adalah :
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Menyiapkan bahan usulan penetapan atau penegasan tanah
menjadi objek landreform.

Penguasaan tanah-tanah objek landreform.

Pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi
tanah kawasan tertentu.

Usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan
pengeluaran tanah dari objek landreform.

Monitoring

redistribusi ~ tanah,  ganti
brsama  dan  penerbitan

pantuan keuangan atau

n tanah bersama untuk
erah encana dan daerah

sumbangan tanah untuk

, gan masyarakat.
Kerjasama dan fasilitasi.

Pengelolaan basis data dan informasi.

m) Monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan

konsoidasi tanah.

9. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

Tugasnya adalah :

Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan,

pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayan

masyarakat.

Kepala Sub Sekasi Pengendalian Pertanahan

Tugasnya adalah :



a)

b)

39

Menyiapkan pengelolaan basis data dan melakukan infentarisasi dan identifikasi,
penyusunan saran dan tindak penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi
usulan penerbitan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban
pemegang hak atas tanah.

Pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program
pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah Negara, penangan tanah ter
terlantar dan tanah kritis.

10. Kepala Sub Seksi Pengendalia

Tugasnya adalah :

Menyiapkan b asilitasi dalam rangka

Menyiapkan bahanidan,melak egi enanganan sengketa, konflik dan
perkara pertanahan.
Tugasnya adalah :
Menyiapkan pengkajian hukum, sosial budaya ekonomi dan politik terhadap
sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendsi pembatalan dan
penghentian hubungan hukum antara orang atau dan/atau badan hukum
dengan tanah,pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa melalui media
mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penangan sengketa dan konflik
12) Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
Tugasnya adalah :
a) Menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara,koordinasi
penanganan  perkara usulan rekomendasi pembatalan dan
pemberhentian hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan

tanah sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan.
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b) Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota memiliki tugas sebagai
sumber data pertanahan dan sumber pelayanan. Dalam melaksanakan
tugas tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan dilaksanakan
sesuai dengan Intruksi Menteri Agraria/kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 yaitu tentang Peningkatan

Efesiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat dibidang Pertanahan.Dimana untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dibidang pertanahan,

melalui system loket. Al

Loket 1 : Informasi

dapat meneri
o W

petugas loket. §

Loket 2 : Pendaftaram-Eak Per

ditel% oétu

Loket pelayanan konversrda - gakuanha
Peralihan hak, pembenanan hak dan PPAT
Loket permohonan ijin lokasi

Loket 3 : Penerimaan Biaya Pembayaran dilaksanakan melaui loket ini pada
Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dan kepada pemohon diberikan tanda
bukti pembayaran berupa kwitansi.

Loket 4 : Pengambilan Produk Segala produk pelayanan pertanahan dapat diambil
pada loket ini.Adapun jenis produk pelaanan antara lain:

Sertifikat tanah

Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah

Surat Keputusan ljin Perubahan Penggunaan Tanah,

Dan lain-lain.
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B. Bagaimana Prosedur Penerbitan Sertifikat Azas Aman di Kantor Pertanahan
Kabupaten Pacitan.
Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah
Sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti hak atas tanah, yang
dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah
menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

pendaftaran tanah. dalam proses sertifikasi tanah untuk pertama kali maka melalui

kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

3. Sertifikat hak atas tanah membuktikan, bahwa seseorang atau suatu badan
hukum mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu, sedangkan sertifikat
hak tanggungan membuktikan, seseorang atau badan hukum, sebagai kreditur
mempunyai hak tanggungan/jaminan atas suatu atau beberapa bidang tanah
tertentu.

Adapun tujuan dari pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 3 Sebagaimana :

1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya

sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
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2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun
yang sudah terdaftar.

3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan

pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Dalam melaksanakan

pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh

Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Tim yang dibentuk olen BPN tersebut diberi nama Pantia Ajudikasi.
Terdiri dari dua komponen pokok, yaitu tim yuridis dan tim teknis. Tim yuridis
melaksanakan tugas dalam rangka pengumpulan surat-surat yang berkaitan
dengan data kepemilikan tanah. Sedangkan tim teknis melaksanakan tugas

pengukuran.

Target waktu penyelesaian pelaksanaan ajudikasi adalah 1 tahun
anggaran, dengan target bidang yang telah ditetapkan oleh Kepala BPN. Satu

Panitia Ajudikasi dapat meliputi beberapa desa. Sistem pendaftaran yang
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digunakan disebut system pendaftaran secara sistematis, artinya pengukuran yang

dilaksanakan merupakan satu rangkaian system koordinat.

Ajudikasi merupakan salah satu implementasi dari peraturan perundang-
undangan dibidang pertanahan khususnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960
tentang UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran
tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang

pendaftaran tanah serta peraturan dangketentuan lainnya.

“ajudikasi merupakan salah satu proyek dari BPN Pusat dan terdapat

daerah-daerah untuk wilayah pelaksanaan proyek tersebut dengan kuota
yang dimilikinya pula, proyek ajudikasi mirip dengan proyek PRONA yang
pernah juga dilaksanakan oleh BPN”

Mewujudkan hal tersebut merupakan beban kerja sangat berat, namun
tekad dan kuat, motivasi yang tinggi serta optimisme dan tanggung jawab penuh,
oleh karena itu panitia dan tim ajudikasi merupakan pelaksana tim yang bekerja
dengan cermat, teliti dan akurat sebab ini bersangkutan dengan sertifikat hak atas
tanah yang merupakan tanda bukti hak yang berkekuatan hukum. Badan

Pertanahan Negara dalam mengumpulkan dan menetapkan kebenaran data fisik



44

serta data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk

keperluan pendaftarannya membentuk tim ajudikasi.

Susunan Panitia Ajudikasi terdiri dari:
1. Seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang

pegawai Badan Pertanahan Nasional.

2. Beberapa orang anggota yang terdiri dari:

Seorang pegawai |_gPerta Nasional yang mempunyai

_atas, tan / dilaksanakan melalui Ajudikasi
mempunyai sasaran kegiatan sertifikasi bidang tanah yang dipunyai
masyarakat, sehingga diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat
menikmati manfaat dan arti pentingnya sertifikat tersebut dapat
meningkatkan kesejahteraaan hidup dan kemakmuran masyarakat”

Tanah obyek Ajudikasi adalah:
1. Tanah-tanah yang belum bersertifikat
2. Tanah milik adat (terdaftar pada Buku C Desa) dan Tanah Negara
3. Tanah tidak sengketa
4. Tanah tidak sedang dijaminkan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah, adapun tahap pelaksanaan ajudikasi :

1. Usulan lokasi desa yang disesuaikan dengan kriteria
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2. Penetapan lokasi desa sebagai lokasi Ajudikasi oleh Kepala Badan Pertanahan
Nasional RI.

3. Pembentukan Tim Panitia Ajudikasi Oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional
RI

4. Penyuluhan oleh Tim Ajudikasi dan Tim Penyuluh Kantor Pertanahan

5. Pembentukan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis oleh Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Pendataan oleh Satgas Pengumpu#*Data Yuridis dibantu oleh Satgas Kemitraan

11. Pembuktian hak melalti PENGUMUMAN yang diumumkan selama 1 (satu)
bulan, guna memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan
sanggahan/keberatan

12. Pengesahan atas pengumuman

13. Pembukuan hak dan proses penerbitan sertipikat hak atas tanah

14. Penyerahan sertipikat hak atas tanah di setiap Desa, peserta membawa KTP asli
atau surat kuasa bila dikuasakan.

Persyaratan yang harus dipenuhi para pemohon/peserta ajudikasi, hasil
wawancara dengan Kasubsi Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Kantor
Pertanahan Kabupaten Pacitan , (Wawancara, Bapak Widodo , ) menerangkan
bahwa:

1. Perolehan Tanah sebelum Tahun 1997.

a. Surat Permohonan
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Surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp. 6.000,

Identitas pemohon (KTP) yang dilegalisir oleh yang berwenang

Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,-bila dikuasakan kepada pihak lain

Surat perwalian bila masih dibawah umur bermeterai Rp. 6.000,-- diketahui
Kades

Salinan Letter D/C yang dilegalisir oleh yang berwenang

Bukti Perolehan tanahnya (segel jual beli, segel hibah, surat keterangan

warisan dll).

.000,--

e _ .
Memasat ~ [ syarat sebagaimana

Surat Pernyataan penguasaamisikgsistignatisbermeterai Rp. 6.000,-
Foto copy KTP para pihak dilegalisir oleh yang berwenang

Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang berwenang.

Akta jual beli / hibah meterai 2 buah Rp. 12.000,--

Salinan Letter C yang dilegalisir oleh yang berwenang

Bukti SSB BPHTB

Bukti SSP PPh kalau kena pajak PPh

Sketsa pemecahan bidang tanah

10. Surat pernyataan pemilikan tanah pertanian bermetersi Rp.6.000,--

11.Memasang patok tanda batas. Permanen (menurut syarat sebagaimana

PMNA/Ka BPN No. 3/1997)

Warisan

1.

Foto copy KTP para ahli waris dilegalisir oleh yang berwenang
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Surat Pernyataan penguasaan fisik sistimatis bermeterai Rp. 6.000,-
Surat kematian

Surat keterangan Warisan bermetari Rp. 6.000,-

Surat Perwalian / surat pengampuan

Salinan Letter C yang dilegalisir oleh yang berwenang

Foto copy SPPT dilegalisir oleh yang berwenang.

Surat pernyataan lain bermeterai Rp. 6.000,--

© © N o 0k~ DN
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10.Memasang patok tanda batas. Permanen (menurut syarat sebagaimana
PMNA/Ka BPN No. 3/1997)
Dalam pelaksanaan kegiatan Ajudikasi berdasarkan wawancara dengan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan , menjelaskan bahwa :

“semua biaya berupa Biaya Pendaftaran Hak, Biaya Pengukuran Biaya
Pemeriksaan Tanah adalah GRATIS (PEMOHON TIDAK DIPUNGUT
BIAYA/BEBAS BIAYA), dengan ketentuan semua persyaratan
sebagaimana diatas telah lengkap dan benar. Biaya yang timbul sebagai
akibat dari pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana
diatas menjadi tanggung jawab pemohon/peserta Ajudikasi (TIDAK
BEBAS BIAYA). Kantor Pertanahan Kota Kendari pada tahun anggaran

1997 mendapatkan alokasi target sebanyak 6.000 bidang tanah”
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Adanya pemberian biaya gratis tersebut tidak lepas dari beberapa asas

pendaftaran tanah yaitu :

. Azas sederhana

. Azas mutakhir

Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan
pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak

yang berkepentingan, terutama paragpemegang hak atas tanah. Sedangkan azas

aman dimaksudkan

diselenggarakan secara

Azas terj gkau j ak-pihak yang
memerlukan, * ¢ n dan kemampuan
golongan nomi “Je mah. layana ya@diberi an dalam rangka
penyelenggaraan, | an’ ta hisauterj oleh para pihak yang

memerlukan.

Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya
dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus
menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban

mendaftar dan pencatatan perubahan-perubhan yang terjadi di kemudahan hari.

. Azas Terbuka

Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus
menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor
Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarat dapat
memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah

diberlakukan pula azas terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran
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Tanah, menjelaskan :
“untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah,
bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan
letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-
tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan”
Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara

sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas

an batas oleh pemegang

ngkin disetujui oleh para

Berdasarkan hasil waancara dengan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Pacitan menyatakan :
“Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau
Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-
bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang
bersangkutan. Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya,

diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran”

Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan
nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah. Bagi
bidang-bidang tanah yang sudah diatur  serta  dipetakan dalam peta

pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya.
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Untuk keperluan pendaftaran hak:
Hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

1. Penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenang memberikan hak
yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian
hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan.

2. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak
milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak

guna bangunan dan hak.pakai atastanah hak milik;

“untuk .

pernyataan yang bersangkuta
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap
cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang

membebaninya”

Daftar isian beserta peta bidang atau bidang- bidang tanah yang
bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari
dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam
pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak
yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan menjelaskan bahwa :

“Pengumuman dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala
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Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah
secara sistematik atau di kantor pertanahan dan kantor kepala
desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah
secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu. Selain
pengumuman, dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual,
pengumuman dapat dilakukan melalui media massa”

Dalam jangka waktu pengumuman tersebut ada yang mengajukan

keberatan mengenai data fisik_dap#a uridis yang diumumkan, Ketua

Panitia Ajudikasi dalim pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala

Kantor Pertanahg poradik mengusahakan

agar secepatnyza kebera&@ iajukan dise ,-:'.};', ika afa musyawarah untuk
e po = &
mufakat atau melaluiyj dilan. (Pas 2 merintah Nomor 24
Tahun 1997 '
Setelah janglﬁ?ktu peENgu dan data yuridis
: e |
yang diumum daftaran tanah secara
N
sistematik ata han dalam pendaftaran tanah secara

kelengkapan data fisik -.' | ata ata Y bersangkutan atau masih ada
keberatan yang belum diselesaian, maka pengesahan dilakukan dengan catatan
mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum
diselesaikan. Berita acara pengesahan menjadi dasar untuk :

A. Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah.

B. Pengakuan hak atas tanah.

C. Pemberian hak atas tanah.

Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan
rumah susun didaftar dengan membukukanya dalam buku tanah yang memuat
data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada
surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.

Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur

merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan
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bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar .
(Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)

Setelah semua kegiatan tersebut maka, sertifikat diterbitkan untuk
kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data
yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud di atas.

Pendaftaran Tanah sebagai salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur dalam

anda bukti haknya bagi bidang-bidang

rangka pemberian sertifikat sebagai

tanah yang sudah ada’haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-

hak tertentu yanggmen tanah yang dilakukan oleh

| & =] |
_ ai seftifikatstak milikfa
bukti alas hak yang %dan dimilikidkekuatan p@uukti

diterbitkannya Sertifikat,"Kepastiar Wa.aka i lamin yang meliputi :

terjamin »..‘ ~._. .:‘ nafanya tersurat di dalam sertifikat
sebagai pemilik atas anah tertentu.

2. Kepastian tentang obyeknya, maksudnya dengan diterbitkannya

sertifikat hak milik atas tanah, baik letak, luas maupun batas-batas
tanah lebih terjamin karena didalam sertifikat hal-hal yang berkenaan
dengan suatu bidang tanah termaksud gambar situasi termuat
didalamnya.

Dengan terciptanya kedua kepastian hukum di atas kita mengharapkan
sengketa atau konflik di bidang pertanahan lambat laun akan semakin berkurang
dan inilah sebenarnya tujuan akhir dari penerbitan sertifikat

C. Faktor Penyebab terjadinya Sengketa Data fisik (Sengketa Tanah) di Kantor

Pertanahan Kabupaten Pacitan.
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Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan Berita
Acara Penelitian Nomor : 01/ BAP / VI /2009
Pada Hari Jumat Tanggal 5 Juni 2009 yang Bertanda Tangan di Bawah ini
Siti Rahayuningrum&Imam Suyuri,SH
Berdasarkan surat tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan Tangga 21
Oktober 2008 Nomor 029.00 / 455 / X / 2008 telah melakukan penelitian dan
pemeriksaan data yuridis,adminitratif pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan

dan pemeriksaan atau penelitia

No
Luas
Atas Nama

Tahun Penerbitan

No 1 601

Luas 1 739 M2

Atas Nama : DULRAHMAN
Tahun Penerbitan :1984

No : 1029

Luas 1 750 M2

Atas Nama : SUTARNO
Tahun Penerbitan :1984

No 1290
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Luas 1 738 M2
Atas Nama : SOEMARTO Alias Slamet
Tahun Penerbitan 1977

No 1151
Luas 1 743 M2
Atas Nama : SOEMOKLIWON

Tahun Penerbitan

No
Luas
Atas Nama

Tahun Pene

No

Luas
Atas Nama
Tahun Penerbitan

No : 594
Luas 1739 M2
Atas Nama : SUKIMAN

Tahun Penerbitan :1984

No : 578
Luas 1757 M2
Atas Nama : MISDI

Tahun Penerbitan 1984

No : 582
Luas 1 750 M2
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Atas Nama - ISMADI
Tahun Penerbitan 11984
Penyebab terjadinya sengketa data fisik di Kantor Pertanahan Kabupaten

Pacitan.

Uraian Permasalahan

1.

Bahwa antara kurun waktu tahun 1972 sampai dengan 1993 masyarakat di Dusun

gantung Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan mengajukan

pang tindih (sertifikat

anah yang di kuasai

Pada tanggal 18 April 2008 par plhak di pertemukan di Balai Kelurahan Pacitan
Untuk Musyawarah dan mengatasi masalah tersebut dengan cara menyesuaikan
letak bidang tanah dengan pemegang hak

Bahwa setelah di adakan per temuan para pihak pengadu untuk bersedia untuk
menyerahkan sertifikat tanda bukti yang di miliki untuk di lakukan pembetulan
terhadap gambar bidang tanah melaui proses penetapan batas oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Pacitan.

Dengan memperhatikan tata cara dan penerbitan sertifikat menurut ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. pasal 32

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa :

“Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai

alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya,
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sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam
surat ukur dalam buku tanah hak yang bersangkutan™

Maka faktor penyebab terjadinya Sengketa Data Fisik Sertifikat Tumpang

Tindih di Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan oleh adanya

kesalahan dalam penggambaran bidang tanah pada saat proses permohonan

sertifikat dan kemungkinan kesalahan pemohon pada saat proses pengukuran

tanah, Setelah di ketahui ada bidang tanah yang tidak sesuai antara tanah yang di

kuasai dengan sertifikat tanda buktisiakyyang di miliki,para pihak mengadukan ke

Kantor Pertanahan bupaten Pamtan untuk memperoleh solosi pemecahan

masalah tersebut

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 7
Penanganan dan Penyelesaian Sengketa di Kantor Pertanahan mengenai
Sengketa Data Fisik .
Status dan Letak Tanah yang di Permasalahkan
Bahwa tanah yang di permasalahkan adalah 10 (sepuluh) bidang tanah yang
terletak di Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan,Kabupaten Pacitan
Riwayat tanah yang di permasalahkan
a) Tanah tersebut adalah tanah Hak Milik sebanyak 10 (sepuluh) bidang atas nama
Jumani dkk,yang terletak di Kelurahan Pacitan,Kecamatan Pacitan,Kabupaten
Pacitan.
b) Bahwa telah terjadi kesalahan antara bidang tanah dan tanda bukti hak (sertifikat)

yang di miliki oleh pemegang hak sehingga para pemegang hak mengajukan
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pengaduan untuk menyelesaiakan masalah tersebut ke Kantor Pertanahan
Kabupaten Pacitan.

Kenyataan Penguasaan dan Penggunaan Tanah

a) Bahwa ttanah yang terletak di kelurahan pacitan sebanyak 10 (sepuluh) bidang
tanah yang di adukan oleh Sdr Djumani dkk sesuai antara gambar yang ada di
sertifikat dengan subyek dan obyeknya.

b) Bahwa setelah di adakan penelitian telah terjadi kesalahan dalam menentukan

keadaan sekarang di ¢

di kuasai dengan se

menghasilkan '
1. Berita Acara
(terlampir) :
2. Laporan Hasil Medias
(terlampir) N 4 .
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan Surat
Perintah Tugas Nomor : 029.00 /182/V1/2009
Dengan pertimbangan
Bahwa dalam rangka penanganan masalah penguasaan dan pemilikan
tanah terletak di Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan,maka di pandang perlu
untuk segera diselesaiakan.
Bahwa memperhatikan hal tersebut pada angka 1 (satu) di atas,Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan perlu menugaskan para pegawai seperti
tersebut di bawah ini
Dasar Peraturan perundang-undangan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006;
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3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997,

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 1999 ;

5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1999;

6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999;

7. Peraturan Kepala Bad

Pertanahan Nasional Re'pu ik Indonesia Nomor 3 Tahun

8. Peraturan Kepalg Nasi i nesia Nomor 4 Tahun

Nip
Pangkat /Golong

Jabatan Pertanahan
2. Nama o LyUkl, SH .

Nip : 19651017 1989903 1 005

Pangkat /Golongan  : Penata/ (1ll/a)

Jabatan . Staf Sub Seksi Sengketa,Konflik Pertanahan

Baik sendiri maupun bersama-sama dalam menyelesaikan sengketa tanah.
Untuk ;
a) Melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyelesaian masalah
penguasaan tanah dan pemilikan tanah kelurahan Pacitan,Kabupaten Pacitan
b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka pengumpulan
data guna penyelesaian masalah tanah di maksud
¢) Membuat Laporan penelitian Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Pacitan
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d) Pembiyaan pelaksanaan tugas ini di bebankan kepada DIPA Tahun Anggaran

© N o gk~ w D PE

2009

Di tetapkan di pacitan pada tanggal 5 juni 2009 An Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Pacitan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bapak
Supardiyanto.selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan
Kabupaten Pacitan sesuai Keputusan Kepala Pertanahan kabupaten Pacitan

Nomor 49 Tahun 2009 tentang tim Penanganan penyelesaian Sengketa, Konflik

dan Perkara Pertanahan.
Memperhatikan

Surat Permohonan

surat keputusan.
Mengingat
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960;

PP Nomor 24 Tahun 1997,

Keputusan Presiden Nomor 98 / M Tahun 2005;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006;

PMNA /KEPALA BPN Nomor 3 Tahun 1997

PMNA /KEPALA BPN Nomor 3 Tahun 1999

PMNA /KEPALA BPN Nomor 9 Tahun 1997

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2006;

Memutuskan
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Menetapkan pertama membentuk Tim Penanganan Penyelesaian
permasalahan pengusaan dan pemilikan tanah terletak di Kelurahan Pacitan

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dengan Susunan Tim sebagai berikut:

. Arief Kurniawan.SE

Kepala seksi Sengketa ,konflik dan perkara Pertanahan Sebagai Ketua merangkap
anggota;
. Siti Rahayuningrum

Kepala Sub tanahanseksi sengketakonflik anahan sebagai anggota

. Ari Rusmanto Kepala
anggota;
Imam Suyuri,SH
Staf Sub Sek
anggota;
Kedua

Tim Bertugas

Melakukan koordinasi antar seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
Membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala kantor
Pertanahan Kabupaten Pacitan

Menyerahkan semua berkas penyelesaian kepada kantor Pertanahan Kabupaten
Pacitan

Ketiga

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di maksud dalam Diktum Kedua
keputusan ini,tim melaporkan hasil kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
Keempat

Dalam melaksanakan tugas tim di dampingi oleh Nara Sumber Pejabat Terkait di
lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan

Kelima



61

Segala biaya yang di perlukan dalam pelaksanaan keputusan ini di bebankan pada

aggaran DIPA tahun anggaran 2009

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapan maka Keputusan ini akan di tinjau kembali

Di tetapkan pada Tanggal 2 Juni 2009 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Pacitan Drs.Daniel.R.Masadu .
Sesuai Dengan Laporan Ha

PPSKP .Merimberika 7k

2009 yang di hadiFi

Permasalahan Sengketa ' etak Bide g Tanah Batas /Letak Bidang
(1 a yang Terletak di Kelurahan
Pacitan Kecamatan Pacitan Kabpaten Pacitn.
. Laporan pengaduan tanggal 27 Maret 2008,tentang ketidak sesuaian antara letak
tanah dengan sertifikat tanda bukti hak sebanyak 10 bidang atas nama Jumani
dkk,terletak di Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
. Undangan Rapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan tanggal 24 Juni
2009 nomor : 570.35-507 a

Memberikan Kesimpulan Mediasi Setelah di laksanakan Mediasi Tanggal
25 Juni 2009 yang di hadiri oleh kedua belah pihak Pemerintah Kelurahan
Pacitan,dapat di hasilkan Kesepakatan Sebagai berikut:
Pihak pengadu (Jumani dkk) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
bersepakat bahwa tanah di maksud akan di lakukan penyusaian letak dan

pemilikan bidang tanah dengan proses sesuai ketentuan yang berlaku.
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2. Pihak pengadu bersedia untuk segera menyerahkan asli sertifikat hak milik untuk
proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.
Penyelesaian sengketa
Hasil perubahan luas tanah yang di lakukan pengukuran ulang oleh Kepala Seksi
Pengukuran dan Pemetaan Tanah sebagai Berikut :
Sertifikat Hak Milik
1. No : 630

Luas

Atas Namq

Tahun Penerbita

2. No e
Luas erw Vlenjadi 7E7:M2
Atas Nama

Luas
Atas Nama
Tahun Penerbitan :1984

4. No 1290
Luas : 738 M2 Berubah Menjadi 693 M2
Atas Nama : SOEMARTO Alias Slamet

Tahun Penerbitan 1977

5. No : 151
Luas : 743 M2 Berubah Menjadi 718 M2
Atas Nama : SOEMOKLIWON

Tahun Penerbitan :1972



10.

No 577
Luas : 738 M2 Berubah Menjadi 688 M2
Atas Nama : BUIONO

Tahun Penerbitan 1972

No : 554
Luas : 741 M2 Berubah Menjadi 666 M2
Atas Nama 3

Tahun Pen_erbitan

No
Luas
Atas Nama

Tahun Penerhi

No
Luas
Atas Nama

Tahun Penerbitan

No : 582
Luas : 750 M2 Berubah Menjadi 700 M2
Atas Nama : ISMADI

Tahun Penerbitan :1984

Dengan Denah sebagai berikut:
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Jamab hak

Gbh. Denah Tanah

commut to user
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1 Memperhatikan penyelesaian sengketa yang di lakukan ,bila di kaji dengan
ketentuan penyelesaian sengketa pertanahan menurut ketentuan Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan No 49 Tahun 2009 Pembentukan Tim
Penanganan Penyelesaian Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan.

Tahun 1999 tanggal 29 Januari 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa
Pertanahan. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan ini disebutkan bahwa sengketa

pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:

a. Keabsahan suatu ha
b. Pemberian hak 3

c. Pendaftaranfhak at

haknya antara pi yang bé eni _ instansi di lingkungan
Badan Pertanaha sional. : :

if
ek
| i

sebutkar

Pertanahan Nasional dengan sejé

Kerja dimaksud.
2.Tata Cara Penyelesaian Sengketa dan langkah penanganan

A. Mengupayakan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di
luar Badan Peradilan {Alternative Dispute Resolotian)
B. Mempercepat Upaya Penyelesaian Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan
melalui :
a) Muyawarah dilakukan apabila para pihak yang bersengketa bersedia untuk
saling terbuka dan berdialog

b) Koordinasi antar instansi / sektor
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Badan peradilan yang di lakukan terhadap kasus-kasus pertanahan yang pokok
sengketa adalah masalah hak dan tidak dapat di selesaiakan melalui musyawarah

1.Dari penyelesaian Sengketa Pertanahan sudah mencerminkan rasa keadilan dan
keabsahan dapat di simpulkan sebagai berikut :

a) Para pemegang hak bersepakat untuk menyelesaiakan permasalahan tanah di

maksud melaui jalur musyawarah dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian
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BAB IV

PENUTUP

Simpulan

Proses Penerbitan Sertifikat Azas Aman di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan

a) Kepastian tentang obyeknya, maksudnya dengan diterbitkannya sertifikat hak

b) Kepastian adalah  dengan

ridis telah terjamin
jang yarﬁlnamany ersuat dij dalam

%flkat S¢

bagai pemilik atas

sertifikat dan kemungkinan kesalahan pemohon pada saat proses pengukuran
tanah.
Dalam penyeleseian sertifikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
yang terjadi di Desa Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan telah di
laksanakan mediasi Musyawarah yang di hadiri oleh para pemegang hak dan
Perangkat Kelurahan Pacitan menghasilkan
a) Para pemegang hak bersepakat untuk menyelesaiakan permasalahan
tanah di maksud melaui jalur musyawarah dan menyerahkan
sepenuhnya penyelesaian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.
b) Para pemegang hak bersedia untuk segera menyerahkan asli sertifikat
hak milik sebanyak 10 bidang tanah,untuk dilakukan proses
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penyesuian antara bidang tanah dengan pemegang hak sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

c) Para pemegang hak bersedia menanggung biaya yang di timbulkan
oleh proses penyusuian tanah yang di maksud .

B. Saran

kebutuhan akan

Pertanahan sud



